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Mmimbang

BUPATI SITUBONDO

PERATTURAN
BUPATI SITUBONI)

NOMOR Ud TAHUN 2010
TENTANG

LRAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN KABUFATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT SITURONIDMY,

bahwa sesuai hasil evalusa petaksanasn otonomi dacyah dan penataan
kelembagaan di Kabupaten Silubondo, terdapat perubahan tugas dan
tungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Siwbendo;

bahwa guna maksud sehagsimana hurut a komsideran ini, Peraturan
Bupati Nomor S0 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungs Dinas
Pendidikan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesua lagi dalam
perkcrnbangannya sehingza perfu diganti;

bahwa wunz maksud scbagaimana hurof a dan b konsidevan ini, periu
mengatur Uraiap Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten
Sitwbondo yang pelaksanaanmys ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Uindang-Undang Nomor [2 Tahun 1930 tentang Pembeniukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi fawa Timue (Lembaran
Negara Rgpublik Indonesia Tahun 1250 Nomor 1%, Tambahan
[ esnbaran Megara Republik Indonesia Momaor 9,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokek
Kepegawaian (Lembaran Nogara Republik Indopesia Talum 1974
MNomor 35, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah divbah dengen 1Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Yerubalum Atas Undang-1/ndang Nomor  Tahun
1974 tentang Pokok-—pokok Kepegawaian {Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Pembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890).

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunangan Megara
{(lembaman Negara Republik Indomesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaean Mepgara Fepublik Indonesia Momor 4286),
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Bopublik 1ndonesia Tabuan 2{83 Nomor 78,
‘lambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembarati Wegara Repoblik Indonmesia Tabhun 2004 Nomur (5,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 204 tentang Sistem Ferencanaon
Pembangunan Nasionud { Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2004 Nemor 104, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia
Momuor 4421

Undang-{Tndang Nomor 10 Tahum 2004 tentang Pembertukan Perahuram
Penmdang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahan 2004
Narnior 53, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomoe 43893
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang femerintahan Daerah
(Lembaran MNepara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomer 125,
Tambezhan l.embaran Megaa Republik Indoncsia Nomor 4437)
schagaimana telah divhah dengan Ulndung-Undang Nomor 12 Tabum
2008 1entang, Perubahan Kedua Aras Undang-Undang Nemoer 32 Tahun
2004 tentang TPemerinluhan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahum 2008 Nomor 59, Tambzhan [embaman Negara
Republik Indoncsia Nomor 4344);

Undang Undang Nemor 33 Tahun 2(04 tentang Perimbangan Keuangan
Antars Pemerimtah Pusst dan Pemerintahan Decrah (Lermbhaman Negsra
Republik Indonesia Tatum 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438];

Undang-TIndang Nomor 14 Tahur 2005 tentanp Guru dan Dosen
{Lembaran Nepars Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 157,
‘Tamhahan Lembaren Negara Republik Indonesia Womor 4586),
Peraturan Pemerintzh Nomar 28 Tahun [972 tentang Perubahan Nema
dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Dacrah Kabupaten
Panandkan (Lembaran  Nepara  Republik  Indonesia Taln 1971
Momor 387;

Peraturan Pemerintah Nomeor 100 Tahun 2000 tentang Pengznghkatan
Peonwai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2000 Nomor 197, Tambehim Lemberan
Negara Hepublik Indonesia Momor 4018} sebagaimana telah diubah
dengon Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tabun 2002 Womor 33, Tambaban Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomeor 41941

Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tabun 2003 tentang Wewenang
Penpunphkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawal Neger Sipii
{l.embaran MNegara Wepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan I embaran Megara Republik Indoncsia Nomor 4263);

Pematuren Pomenntah Nomur 58 Talhum 26005 temiang Pengclofaan
Keuangan Daerab (Lembaran Megarm Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 144, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Momor 4578,

Peraturan "emerintah Momar 19 Tahun 2005 fentang Standar Nasional
Pendidikan (T.embaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2005 Nomer
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4496);
Peratoran l'emerintah Nemor 79 Tahun 2005 tencang Pedoman
Pemhinaon din Pengawasan Penyelengparaan Pemetintahan Daerah
{Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163,
Tambahan Lembarun Megara Republik Indonesia Nomor 4594);
Perafuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (entang Pembagian {nisan
Pemerintnhan Antara Memerintah, Pemerintahan Dacrah Propinsi, dan
Pernerintalimy [aerah  Kabupaten/®ota (Lembaran Negama Repuhlik

[ndonesia Tahuo 2007 Nomor 82, Tambahap Lembaran Negam
Ecpublik Indonesia Nornor 4737);
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Permmm Femerintah Nomor @ Tahun 2007 tentang Orpanisasi Peranghat
Diacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tatnn 2007 Nomor B9,
Turnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mumor 4741);

Peraturan Pemcrintah Nomor 48 Tahon 2008 tentzng Pendanaan
Bendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 2008 Nomor
97, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomuor 4864);
Peraturan Menteri Dalam Nepen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penpclolaan Keuangan Daerah sehagaimana tclah diubah
dangan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tabun 2007 wentang
Perubahan Atas Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentarie Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Neger. Nomor 15 Tabun 2006 tentang lenis
dan Bentuk Produk Hukum Dacrah;

Pernturan Meotert Dalam Neger Namor 16 Talm 2006 fentang
Prosadur Penyusunan Produk Hukum Dacrah;

Perauran Menteri Pendidikan Masional Nomos 19 Tahun 2007 tentang
Sondar Pengelofaun Pendidikan Olfeh Sawan Peodidiken [Dasor dan
Menengahy,

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 23 Talm 2007 tentang Pedoman
Tata Carn Pengawesn Atas Penyelenpparaan Pemerintsh Dacrah,

Peraturun  Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tehun 2007 tentamg
Pengawasan Peraturan Dacrah den Peraturan Kepala [rreraly;

Pecaturan Menteri Dalam Negeri Momor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Tekmis 'enalaan Orpanisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 208 tentang
(Lembaran Lyaerah Kabupaten Sitabondo Tahm 2008 Nomeor 2);
Perstnran: Paerah Kabupaten Situbondo Nomear 3 Tabun 2008 tentang
Susuman Orpanisast dan Tata Kerja Dinas Dacrah Ksbupaten Situbondo
{Lembiran Duerah Kabupaten Sitebondae Tahun 2008 Nomer 3).

MEMUTUSKAN -

PERATURAN EUPATI TENTANG URAFAN TUGAS DaN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITURBONIX)

BAB1
KETENTUAN UMUM
Fraal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

w2

Diacrsh adalah Kabupaten Situbando.

Bugpat; adalah Bagati Situbondo,

Dewnn Perwakilan Rakyat Daerzh yang selanjumya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatan Situbondo.
Pemerintah Daersh adalah Bupati dan persmglkat deerah sebagai uasur
peoycleny pura pemnerintahan daerah.

Poncrintahan Dacrah  adelab penyelengparsan wusan pemerintahan
gich pemerintah daerah dun DPRD menunst asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otosomu seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsipy Negara Kesstuazn Republik Indonesia sebapimana  dimakosmd
dalam Undang-ndanp Dasar Negara Republik Inklonesia Tahun 1945,
sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn Situbendo.



7. (npas Pendiclikan, yang sclanjutnya disebut {Nnas adalah Dinas

Pendidikan Kabuputen Situbondo.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

9. Unit Peluksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat VP TT), adalzh unsur
pelaksana operasional Dinas.

s

BABIL
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGST
Pasal 2
{I) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemcrintab Daerah di
bidang pendidikan,
(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas vang berada di bawzh
dan herangpung jawab kepada Bupat melatu Sekretaris Nastah,
{(3) Dinus Pendidikan dalan melaksanakan tugasnva & bidang teknis
admimstrasi dibina dan dikoordinasikon oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupat dalam melakszanakan
kewemangan & hidang pendidikam.

Pasal 4
Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksod dalam Pasal 3, Dinas
Pendidikan menyelenggarakan fungsi -
4.  porumusan kebijakan di bidang pendidikan;
b.  penyusunan program di bidang pendidikan;
c. pemberian rckomendasi, perifinan dan pelayanan umum di bidamg
pendidikan;
d. pelaksanaan kerja sana unter Dacrah dan lembaga laip di bidung
peadidikan:
¢. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tcknis Dinas dalom lingkop Dinus;
f.  penpkoordinasian, pengendalian. pengawasan, dan evajuasi pelaksanaan
tugas di bidang pendidikan;
pengelolaan vrusan ketatausahaan,
pelaporan hasil pelaksanaan tupas; dan
i peluksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Bupat.

F®

BAR I
ORGANISASI

Pasal §
Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari =
a  Kepala Dinas.
b Selyetariat, membawali ;
1. Sub Bagian {Tmum;
7. Sub Bagian Keuangan; dan
5. Sub Bagian Perencannun, Tiveluasi dan Pelaporan.
¢.  Bidang Pendidikan Dasar, membawuhi -
1. Seksi Tauman Kanuk-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa
(VKLB), Sckolah Dasar (SD) dan Sekolsh Dasar Lusr Bissa
(SDLBY,



2 Gebsi Sekolah Menengah Perrama (SMP) dan Sekofah Menengah
Pertama Luar Biasa {SMPLRY, dan

3. Seksi Sarans Mrasarana Pendidikan Dasar.
&  DBidanp Pendidikan Mencngzh, membawahi :
1. Seksi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Luar
Biasa { SMALD);
7 Yeksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sckolsh Mepenpah
¥ejuruan Luar Biasa (SMKJ.3); dan
3. Seksi Sarana Prasarana Pendidiken Menengah.
Bidang Pendidikan Non Formal, mermbawahi
1. Seksi Perxdnlikan Luar Sckolah:
3 Saksi IPendidikan Anak Usia Dini (PAUDY, dan
1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Non Formal.
.  Bidang Keicnagaan, membawahi :
1. Seksi Tenapa Edukatif;
2. Seksi Tensga Administeatif: dum
3. Seksi "cngangkatan, I'cmberhentian dan Pensiv.
a.  Unit Pelaksana Teknis Dinas .
h. Kelompok Jabatan Tungstonal.

W

Tasal &
(1) Seckretariat dipimpin oleh Sckretaris, Bidang dipimpin oleh Kcepala
Didang yang masing-roasing berada dibawah dan berienggang yawak
kepada Kopala Disas.

{2) Mnsing-masing Sub Bagian dipimpin oich Kepala Sub Bagian yang
berada i bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3% Masing-maxing Seksi dipimpin oleh Kepals Seksl yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FIINGSI
Bagian Kesatun
KET'ALA THNAR
Passl 7

Kepala Dinas mempunyai  tugas memimpin, melakukan koordinasi dan
pengendalian dalam penyelenggaraan kypiatan di bidang pendidikan.
Bugian Kedua
SEKRETARIAT
Pasal 8

Sekrelariat mempunyai  tugas membantu  Kepala Dinas dalam
pengkoordinasian, petyusunem  progremy  dam peluksarean  evabnasi
penyclenggaraan tugas-lugas Bidang secara terpady dan togas pelayanan
administratif kepada selureh saman orgamisasi dalam linglangan Dinas.

Pasal D

Dalam melaksanakan tupas scbagaimana dimaksud dalem Pasal 8, Sekretarial
myenyelenguarakan fungsi @
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polaksanaan 1 usaha kantor, periengkapan, urusan rumah tangge
Ninas, dan administeasi d ngkungan Dinas:
penyustnan rencana kepiatan labupan Dinas;

pengkovnlinasian penyusuman program dan penyelengguraun lugas—
tugas bidang sccara terpadu;

penyiapan bahan ¢ valuasi tugas—ugas bidung secara terpadu;
nelaksanaan urusan keuangan;

pelakeataan urusan wroi,

pelaksanaan urusan kepegawaian;

pelaksanaan kegiatan ketatansahaan;

pelaporan hasil pelaksnaan tugas, dan

pelaksanuan tugas kedinasan lain yang dibevikan oleh Kepala Dinas.

Parapgraf |
Sub Bagian Umnm
Pasal 10

Sub Bagian Umum sebagaimana dimakswul dalam Pasal 5 huruf b angka
1, eempunyai Hagas melaksumakan tala vsaha nromm.

Dalam meluksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sab

Bagian Umum menyelenyyarakan fungst :

a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokel Dinas;

h. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan penpadministrasian
hurang-barang keperluan Minas Jun perbekatan lain;

o. pelaksanzan urusan surst-menyurat;

d. pencalatan dan peleporan harang inventaris,

c. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;

f. pambuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;

g. peoyclenggorman  tugas  kepegawaian  Dinus  yang melipuii
pengumpulan  data  kepepawaian, pembuatm  Daftar  Unst
Kepaogiatan, mempersiapkan  usrlan-usuian  yang meenyangknt
kenaikan gaji berkala, kenalkan pangkat, mutasi pegawa,
penpanykalan dan pemberhentian pegawai;

h. penyclenggaraan kescjahterasm pegawa,

penyusunan Laporan Kepegawaian;
prlekeannon ketatansshesn:
. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sckretaris; dan

pelaksanaan tupas kedinasan lain yang diberikan olch Sekretaris
vesuai dengan tugas dan fungsinya,

Lyl b

Paragrafl
Suhb Bagian Keunangan
Pasel 11

Sub Bagian Keuangun sebagaimana dimeksud dalum Pasal 5 haruf b
angika 3, mempuyai fngas melaksunakan scbagian tugas sekretariat di
bidang ketatausahaan kenangan.

Delam meluksanakan {ugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Keuangan menyelengparakan [ungsi :



(1)

(2)

a. penghimpunan dan pengelahan buhan—bahan vafuk menyusun
program kerja dan evaluasi Dinas;

penyiapun pelaksapaan anggaran Dinas;

pembuatan laporan hasil pelaksmaan dan evaluasi anggaran Dinng;
pelaksanain ketgtausabasn kKeuangran;

pclaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris | dap

pelaksanaan (ngas kedinasan lam yang diberikan oleh Sekretars
sesuni denpan tugas dan fungsinga,

Mmoo T

Paragrai 3
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal i2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas perencanaan
kecpiatan, evaluas: dan pelaperan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan, Fvalvasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan Renstra dan Renja Ihinas;

b. peoyvusunan RKA dan DI'A Pendapatan, Belanja dan Pembiayaac
Dimas:

penyusunan Budaya Kerja [hnas;

penyusunan LAKIP Tinas;

penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;

pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di linpkungan Einas;

penyisunan  Laporan  Penyelenggaraar Pemerimtuhan  Daerah
(LPPD);

h. pelaksanaan ketatausahaan;
.. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, dan

W™ oA P

j. pelaksannan tmgas dinas Iain yang diberikan oleh Sckretaris sesual

dengan tugas dan fanpsinya.

Bagian Ketiga
RIDANG FENDIDIKAN DASAR
Pasal 13

Ridang Pendidikan Dasar mempunyai fugas membantu Kepala Dinas dalam.
melaksamakan wgas [Dinas Pendidikan, di bidang peadidikan Taman Kanak-
karmak Sekolah Dasar, dan Sckolah Menengah Pertam:.

Pagal 14

Datam melaksanakan ugas sebapaimang dimaksud dalam Pasal (3. Bidang
Pemilidikan Dasar menyelenggarakan fungsi .

i

b.

peTencansan, pengkoordinasian  dan pengendalian  progeam hidang,
pendidikan dasar;
pembagian  tuzas dan mengiluti  perkembangannya depgan cart
memaniau agar penyelesaian mgas tepal waki; - _

an ingas Kepala Sekst agar husil yang dicapal SESUm SaSAran
yang telah ditetapkan;



(1)

(2)

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fupas bawahan dengan cara
memberi petunjuk dan motivasi agar dipercleh hasil keja yang optimal
dan disiplin kerja vang inggl,

penilaian prestasi kerja Kepala Scksi di lingkungan bidang pendidikan
dnsar sebaeai hahan pembinaan dan pengembangan karier;

penelashan, pengkajian dan  menjoharkan  peraturan penmdangan-
undangan yang berlaku dihidang pendidikan dasar;

perencanaan bahan kebutihan sarana/prasarana ujian untnk SDYSDLB
dan SMP/SMPLI3;

pemberian saran dan pertimbangan/alternatil pemecahan masaloh di
bidang pendidikan dasar;

pengkoordinasian pelaksanakan kegiatan KKEPS, MEPS, ¥KKS, MKKS
KEKTK, KKG dan MGMP/MGBK:

pengkoordinagian pelaksanaan keglatan capat koordimast dan koresultasy
Program uniuk KKPS dan 1TPTT) Pendidikan;

nenyusunan penmjuk penerimaun peserts didik. mmuasi peserta didik,
pelaksanaan kurikulum, evahusi belajar, dan kegiatan peda bidang
rendidikan dasar;

perekomendasian ijin operasional dan pelaksanaan akreditast TK/TKLB,
SD/SDLB dan SMEPSMPLE;

penvusunan  dan  menyebarluaskan  pedoman  dan  pefumjuk
penyelenggaraan kegiatan sarana prasarana sekolah,

perencansan, pelaksabasm pemberian bantuan rekebilitasi sarana dan
prasarana wnk TETRLE, STHADLE dam SMPSMPL,

perencanaan, melaksanakan  perbangunan USBRKB.RPL 3111131 .4
TK/TKLR, SD/SDLB dan SMP/SMPLB;

pemantavan pelaksanaan kurikulem, pemeratagn temaga pendidik dan
tenaga kependidikan;

pemantauan pelaksanaan dan membing peedayagunagn sarana prasarana
sekniah;

pemeiibaraan dan meningkaikan kerjasama dengan insiansi pemerintah
dan organisasi masyarakat yang hergeruk dibidang pendidikan dasar;

perencanaan, melaksmakan kegiatan lomba yang bersifat akademmk dan
non akademik pada bidang pendidikan dasar;

pemantauan pelaksanaan TKS pada penilidikan dusar,

pengkoordinasian  pelaksanaan  kegiatan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Propram dengan MKES;

pengelolaan ketatausahann;
peluporan hasil pelaksanaan toeas, dan
pelaksanasn tmgas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,

Paragral 1
Seksi TE/TKLR dan SD/SDLB
Pasal 15

Seksi TE/TKLE dan SD/SDLE sebagaimema dimaksod delam Pasal 5
htiruf ¢ angka !, mempunyai tuges nrelaksamsian schagaram  tupas
RBidang Pendidikan Nasar di hidang TK/TKLB dan SD/SDLB.

Dalaun melaksanakan tugas dimaksud pada ayat {1), Seksi TK/TKLB
dan SL/SDLB menyvelenggarakan fungsi :



(L}
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. penyusunan  program  kerja scksi  derigan memnenimbangkan

program kega tahun lak;

pembuagian tugas kepada hawzhan sesuai dengan tugasnya mengikuli
perkernbangannya dengan cara mersantay agar penyelesatan tugas
tepat wakm.

pengevaluasian  don  pengendalian  polaksamaan  mgas  bawaboo
dengan cara memberi perunjuk dun motivasi agar dipereleh hasil
kerja yang optimat dan disiplin kerja yang tinggi,

penyusunan petunjuk pelaksanasn pemcrimasn pesertn didik  baru
dan mutasi peserta didik;

penyeharluasan petomjuk pelakeanaan kegiatsn Jarikufun TKAIKLB
dan STWEDLE;

percncanaan, pemantauan pelaksannan  kurikuium, penilaian din
pengevatuasian pembelujaran;

perabinaan Usuha Kesehatan Sekolah (UKS) SDSDLEB:
penginventarisir dokumen dan laporan hasit evalaasi pembelaparan;
penyiapan bahan rekomendasi ijin  operasional TE/TKLR dan
SWEDLE:

pemerikssan kcabsahan Tjasah SDYSDLB;

. pengezahan penggantian jjazah hilsng, ijazah rusak, ralat ijazah dan

dokummen SLVSTIR;

pefaksanaan kegiatan lomba kumpetensi mata pelajaran  dem
kreatifitas pada 1K/ I'KLB dan SIS B, olimpiade SDx,

. penilaian prestasi  bawahan  schagai bahan  pembimaan dan

pengembangan karir pada scksi TK/TKER dan ST/SDT.R;

n. pelaksaraan ketatausahaan:
o. pelaporan hasil pelaksanann lugusnya kepadn Kepala Bidang

Pendidikan Dasac; dan
pelaksanaan  tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepaia
Bidang Pendidikan asar susuat dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi SMP/SMPLEB
Pasal &

Seksi SMP/SMPLD sebagaimana dimaksud dolam Pasat 5 huraf ¢ angka
2, mempimysi tuges melakaanakan sebaguisn tegas Bidamg Pendidikan
Masar di bidang sckelalh menengah perlama dan sekolzh menenpah
pertama hear hiasa.

Dalam melaksapnkan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi SMP/SMPLB
menvelengmmakan fungsi :

i, penyusonan progeam  kerja  seksi  demgan  mempertimbangkan

By

program ketja tahun lalu;

pembagian tigas kepada bawahan scsuai dengan tugasnya mengikti
perkembangannyn denpmm cars memantau agar pepyelesatan fugas
leprat waktu;

pengevaluasian  Jdan  pengendalian  pelaksansan fugas bawahan
denpan cara memberi petunjuk dan molivasi agar diperolch hasil
kerja vang oplimal dan disiplin ketya yang 1ingpi:

pemvosunan peiumjuk pelaksanaan penerinamn peseria didik  har
dan mwrasi peserta didik;
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penyebarluasan  petunjuk  pelaksanaan  kegiatan  kurikuium
SMP/ASMPLB;

pemantauan pelaksanaan kurikuhum dan evaluasi pembelajaran;
pembinaan Usnha Kesehatan Sckolah {LIKS);

nenginventarisir dokuenen dan laporan hasil evaluasi pembelsjaran;
penviapan  bahan  pemberian  tekomendasi  ijin  operasional
SMP/SMPLE,

pemicciksaan keabsahan [iasah SMP/SMPLE;

penyizpan bahan pengesahan penggantian ijazah hilang, ijazzh
nusak, ralat ijazah dan dokumen SMIYSMPLB;

pelaksanaan kegiatan lomba mata pelejaran, LPIR dan Porseni pada
seksi SMIVSMPLI:

penilaian  prestasi  bawahan  schapai  bahan pembinsan  dan
penpembangan karier pada scksi SMP/SMPLB;
peluksimaan ketatausahaan;

pelaporan hagil pelaksunaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Pendidikan [Yasar; dan

pelabsansan  tigas kedinasan lain vang diberikan olch Kepala
Bidang Yendidikan Dasar sesuad dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksh Sarana dan Prasarana
PFasal 17

Seksi Sarana dan Prasgrana schagaimann dimaksud r.la]am Pagal 5 huruf
¢ apgka 3. mempunyai twges melaksanaken E-ebagarfm.' gy Badang
Pendidikan Lusar di bidang sarana dan prasarana pendidikan dusar.

Dalom meluksanakan tugas dimaksud pada ayal (1), Seksi Sarana dan
Prasarana melaksanakan fungsi

L
b.

L.

penyusunan rencana dan program kerja seksi;

penyianan usufan pengadaan dan pendistribusian sarana/prasarana;
percocanaan  bahan  kebwiuban suranefprasarana ujien  untuk
SD/SDLE dan SMP/SMPLI:

penyebarluasan perunjuk penpenesan dan pemelihimuan sarana dan
prasarana TE/TKLE , S1V/S.E dan SMP/SMPLE;

penviapan dan pelaksanaan penilaizn kualiias dan kuantilas sarana
dan prasarana TE/TKLB , SD/SDLE dan SMP/SMFLB;
penginvenlarisic sarana don prasarana TE/TKLB, SOfSDLE dan
SMP/SMPLB;

penyiapan bahan usulan pembanguman dan rchabilisasi gedung
TE/TKLE, SDrSDLE dan SMPSMPLLE,

pembuatan analisis kehutuhan tahuman dan schabilitasi prgarana dan
sarana pendidikan dasar;

penyiapan Tencana penetapan lokasi den mendistribusikan  buku
nelajaman dan serana sckolzh sorta buku  perpustakaan pada
TRATKER , SE/SDLE dan SMP/SMPLE;

pemantauan dan pengevaluasian peoggunaan dan pemeclibaraan
sarana dan prasarana [/ TKLB, SU/SDLEB dan SMP/SMPLEB,;
perencanaan, pengusulan dan pendistnbusian sarana dan prasarana
nlahraga dan kesenian TK/TKLB , SEYSDLE dan SMP/SMPLB;
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{. perepcanaan, pelaksamaan pembanguman USH.RKKB.RPL Atk
TEATKLR, SD/SDLN dun SMP/SMPLE;

m. peluksanaan ketatausabasn; .

pelaporan hasil pelaksanaan twgasnya kepada Kepala Didang

Pendidikan Dasar; doan

a. pelaksanaan tugas kedinasas lau yang diberikan oleh Kepala Brdang
Pendidikan Dasar sesuai dengun tupas dan fungsinya.

=

Bagiun heewpat
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
Pasal 1Y

Bidang Pendidikan Mcnengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dulam wnelakaonokan wgas Dinas Pendidikan & bidang, peredidikan meneapzab.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang,
Pendidikan Mencnenh menyelengzarakan fongsi -

a.

b.

perencaraan, pengkoordinasian den pengendalian grogram keria hidang
penthidikan mepengah;

pembagian tugns kopala seksi sesuai demgam tigas dan tanggung
Jawaboyz;

penilaian  prestn korja kepala seksi sebapai dasar pembinaan dam
pengembangan karier;

pemberian saran altermatil” pemceahan masalah di bidkmg pendidikan
menengal;

pemberian petonjuk  peloksanaan/peturjuk  teknis yang menyangked
Sekolih Menengah Atas dan Sekoluh Menengsh Kejuruan;
pengkoordinasian  tugas  kepengawasan  dalam mengendalikan,
membimbing dan roenlai peninpkaian mule Sckolah Menenpah Atas
dzn Sckolah Menengah kejuruan,

pengkoordinasion peluksanaan kegiastan MEPS, KKI'S, MKKS dan
MGMPMGBK;

pengkoordinasian pelaksanasn kegiatan rapat koordinasi den konsultasi
program unhik KKFS, MEPS dan MKKS;

penelaahan penilaian laporan pengawas,

pengendalian dan bimbingan kinesja Sekolah Menengah Atas dan
Sekofah Monengah Kejuruan;

pemantauan pelaksanuan dwn menyusun stetistik Sekolah Mepenguh
Atas dan Sekolah Menengzh Kejurman seswai dengan perkembangan
torakhir;

pamherian rekomenkasi, penegerian, skreditasi dan pemberian hantnan
kepade Sekolah Menengih Alas dan Sckeleh Menongah Keguruan ;
parmberian rekomendasi ijin operasional pembukasn Sekotah Menengah
Atas dan Sckolah Menengah Kejuruan Swasta;

penelitian dan mengesahkan foto kopi {jazah dan dolamen Tainnya yang
menyangkul Sekolah Mencogah Atas dan Sckolah Menenpah Kejuruan;
pelavanan pengpantian jjazsh hilang, ljazah msak, ralat imzsh dan
dokumen Sckolah Meocngah Atas dan Sckolzh Mencengah Kejuran;
penyusunan rencang pengaduon ienaga {eknis dan surana {ermasuk
praswann pendidikon yang diperiokan bhari pembinss dan
penpembanpan pendidikan menengmb:;

engelataan ketatausahaan;
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petaporan husif pelaksanaan tugas; dan
polaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan ofeh Kepala T¥nas.

Paragraf 1
Seksi SMASMALD
Pasal 24

Qeksi SMASMALB sebagaimana dimaksed dalam Pasal 5 haruf d
angka ), mempunysi tupas melaksarakan schagian topas Didang
Pendididkan Menengah di bidang SMA/SMKLB.

Dalam melaksanakan lugzs schapaimana dimaksud pada ayst (13, Seksi
SMA/SMALB menyelengparakan fungst -

a
b.

.

d.

=

nET

penyusunan dan pelaksanaan grogram kerja sekst;

pemdagian tugas kepuda tawahan sesual dengan mmegunyjawabrya;
penviapan pedoman dan petunjuk  melaksanakan  desiminasi
kurikulum, kalender peadidikan SMASSMALB;

penyeharluasan  pedomean  pelaksanaan  dan  pedoman  tekmis
pembclajaran dan evaluas belgjar di SMASMALR

penelitian dan pelayanan pengesahan fote kopi jjazah, STTB, STK
dan dokumen lainnya;

penyiapan hahan pengesuahan penggantan ijazah hilang, msak, ratat
dan keperiuan delumen lammya;

penyusunan dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar pada
SMA/SMALR;

penyebarluasan pedoman dan pemojuk penggunaan alal bantn
helajar pada SMA/SMAT B;

pengumpulan <un penpolaban data tentang pelaksunaan kunkulom
SMASMALR;

penyiapan hahan perfimbangan tentang penyempurnaan kurkulum
SMASSMALLL

perencannan, penyiapan, pelaksanasm kepiatan eksperimentas
pembaharuan/inavasi metode belajar mengagar pada SMA/SMALB;
penyiapan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru,
mulasi peserta didik;

. penyusunzn peiunjuk Usaha Keschatan Sekolah SMASMALB;

penyiapan, pemantzuan dan  penpevaluasi  pelakssnaan  Ujian
SMA/SMATR;

penyiapan bahan rekomendasi jjin operasional pendmian SMA/
SMALR;

pelaksanaan lomba mata pelajaran, LPIR SMA/SMALR;
pelaksanaan koordinasi bidang ketenagaan dan bidang lainnya;
pelaksanaan koutdinasi deppan instansy Lintes scldoral di bidang
SMASMALL:

pelaksanaan ketatausahaan;

pefaporan  hasil pelaksanaan tupasnya Kepada Kepala RBidang
Pendidikan Menengah; dan

nelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
lPendidikan Menenpah sesuat dengan trgas dan ﬁmgsmya,

Paragral 1
Selsi SMK/SMKLE
Pasal 21

Seksi SMK/SMKLB scbawaimana dimaksod dalam Pasal 5 huruf d
angka 2. mempunyuai lugas melaksanakan sebagaian tugas Hidang
I'erxdidikan Menengah di bidang SME/SMELB.
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(2) Thfum metaksanakan Mgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
SWK SMEKLE menyelengparukan fungs:

(L}

(2}

a.
h.

.

d.

amesg

-
"

o

peoyusunaa dan pelaksunaan program keria seksi; '

pembagian (upas kepada hawahan sesual dengan tanggungjawabmya:
penyiapar pedoman  dan potunjuk  melaksapokan  distmifasi
Jurikislon, kalender pendidikan SME:

penycharluasan  pedoman pclaksenazm  dan  pedvman teknis
pembelajaran dan cvaluasi belajar di SME/BMKLB;

penelitian don pelayanzn pengesalmnh fite kopl Yeaesh, STIL, 51K
dan dokurmnen Iainnya .
peryiapan hahan pengesahun pengganiian jjazah hilang, rusak, ralal
dan keperluan dokumen [ainnya;

penyusunan dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar pada
SARELSMELE,

. penvebardnasan pedoman dan pemmjuk  penggunaan alat hantu

helujar pada SME;

penpumpeian dim pengolahan dufa tentang pefaksanaan krikobom
EME;

peayiapan haban perfimbangan tentany penyeIGpuImaan urikulum
SWK

perencanaan, penyiapan, pelaksunaan kegistan  chsperimentasi
pembaharuan { inovasi metode belajar mengajar pada SME:
penyispac peturtiuds potaksariiar penerirmzan peserta didik bartg,
mutasi peserta didik, UKS, bimbingan dan penyuluban pada SME
penyiapan, pemantavan dan penpevaluasi pelaksmaan Ujian SMK;
penyiapan hahan rekomendasi ijin operasional SME/EMKLB |
pemfasilitagi pelaksanaan lomhu keterampilan siswa (LES) SR
pelaksanaam koordinast bidang ketenagaan dan bideng lainoya;
nelaksanaan koordinasi dengan instansi jintas sektoral di bidang
ShIK:

pemantauan pelaksanaan prakick ketja industri dengan dunia usaha
dan dunia industri di dalam dan di luar negert;

pelaksanaan ketaiansahaan;

pelaporan  hasil pelaksanaan * fugasays kepada Kepals Hidamg
Pendidikan Mcnengah; dun

pelaksanaan tugas kedinasen lain yung dibetikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Menengah scsuai dengan lugas dan fangsinya.

Paragraf 3
Sekei Sarana dan Frasarana

Pagzal 22

Seksj Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksed dalam Pasat 5 huraf
d mgka 3, mempunyai tugas melaksomakan scbagaion tugas Bidang
Pendidikan Mencogah di bidang sarana dam prasarann pendidikan
menengah.

Dalam melaksanakan lugas schagaimana dmalsud pada ayat (§), Seksi
Sarama dan Prasarana Pendidikan Mcnengah menyelenggarakan funpsi »

a.
3

penyusunan tencana dan program Kerja;

penyviapan wsulan pengadaan dan  poadisipbusion  sarand ot
prasurana SMASMALB dan SMESSMELB;

penyebarun  petunjuk  pengpunaan  sarana dun prasarspa
SMASSMALB dan SMEK/SMETB;

penyiepan, petaksanasn penilatan kualitas dan kuaptitns sarana dan
prasarana SMA/SMALB dan SME/SMEKEB:
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e. penyiapan bahan kebutuhan sarana ujian SMA/SMALE dan
SMESSMET.R;

f. penginveniarisir kebutuhan sarana dan prosarana SMASMALD dan
SME/SMELRB,;

g. penyispan bahan usulan pembangunan dan rehabilitasi gedung
SMASMALR dan SMK/SMELE;

h. peaganalisis kcbutuhan sarana dan prassrana SMA/SMALB dan
SME/SMELR;

i, perencanuan dan pemfasilitasi pombangunan USB. RKB, RPL. umiuk
SMA/SMALB, SMK/SMKIR;

j. penyimpan renciiha pengadaan  pemetapan lokast, pendistribuasian

buku pelajaran dan sorana sckolah serta buku perpustakoan
SMASSMALD dan SME/SMELD,

k. pemuniauan dan penpevaluast penggunaan arans dsn prasarana
SMA/SMATLD dan SMI/SMELD;

1. pelaksinaun keiatausahaan sarans dan prasarana SMA/SMALB dam
SMESSMEKLE;

m. pelaksanaan ketatausahaan,
n. pelaporan Thasil pelaksanaun (ugasaya kepada Kepala Bidang
Pendidiken Menengah; dan

o. pelaksunsen  tugas kedinasen jain yang dibertkan oleh Kepala
Bidang Pendidikan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bapgian Kelima
BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL
Pasal %

Bidang Fendidikan Non lorrnal memputyai Lugas membantu Kepslu Dinas
dalatn melabsanskan tiges Dinas Pendidiban di bidang pemdidikan oon
formal.

Pasal 24

Dalam melaksumakan tugas sebagaimana dimeksud dalam Pasal 23, Bidang
Pendidikan Non Formal  menyelenggarakan fimgsi &

.

= @

penyusunan program kerjiz, kegistan pendidikan non formal serta

memberikan petunjuk dan penpardhan kepada organisasi yeng bergerak
di bidany pandidikan [uar sckalah;

penyusuman rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana termasuk
ptasarana  pendidikan vang diperfukan bagi pembimaan  dan
pengembangan pendidikan non formal;

peoyusunan  dan  penyeburluusan  pedoman  dan  petunjuk
penyelenggarasn kegiatan pendidikan non formal;

pelaksanaan penilaian kegiaian pendidikan non formal;

pemherian rekomendasi perijinan koursus yang diselengparakan oleh
pihak swasta:

pengususan pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal;

pembinaan pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal;

pengadaan kerja sama denga instansi pemerintah dan organisas
masyarakal vunyg bergerak di Indang, pendidikan non formal;

penginventarisiran organisasi yung melaksanakan kegiatan pendidikan
non formal;
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pengusuian hantuan pendidikan non formal yang disclcopgarakan pihak
swasta;

penilaian prestasi kerja kepala seksi sebagai bahan pembinasn dan
pengembangan katier;

pengelolaan ketatausahiat;

pcleporan hasil pelaksanaan tgas; dan

nelakvanaan tugas kedinasan lain yang diherikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf d
Yeksi Pendidikan Luar Sckolxh

Pasal 25

Seksi Pendidikan Luar Sekolah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3
gt e angka 1, mempunyal topes melaksenakan sebagaian tuges
Bidang Pendidikan Non Formal dalam hidang pendidikam Tuar sckolah.
Dalam melaksimakan tupas sebagaimana dimaksud pada ayal {1) Seksi
Pendidikan T.uar Sekolal menvelenggarakan fimigsi :

a. penyusupan program kerja pendidikan Iluar sekolah, kelompok
hermain, Paket A Detara, Paket B Setara, Paket C Setara, kelompok
belajaz nsaha, magang, pendidikan perempuan, pemberantasan buta
hurubheaksaraan, dan kursus yanp  diselempgaralcan OIganisasi
kemusyarakatan;

h. pengkoordinasion kegiatan pendidikan  luar sekolah  dengan
badan/lembaga yang bergerak dibidang pendidikan luar sekolah;

¢, pombinaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan luar sekolah;

d. penyiapan usulan daftar Nominatif 1jian Nasional Ketar Paket A
Setara SN, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA;

¢. penyelenggaruan Ujian Kursus Dikinsemas;

f penelitian dan pelayanan pengesaban Tjasah Ujian Wasional Kejas
Paket A Sclara SD, Kejar Paket B Setara SMI, Kcjar Paket C Eetara
A, '

g. penginventarisic badan/lembaga yang bergerak oi bidang pendidikan
luir sekoloh;

h. penynsunan rencana pengadsan tenaga teknis;

i penyviapan bahan dan menguselkan penshaan angka kredit bagi
Penilik Iendidikan Luar Sckolah (PTS);

j. peoyiapan rekomendasi untukc pengusulan dant bantuzm langsung
don  sarana  penunjung  taman  bacasn  masyarakat  yang
diselenggarakan oleh organisasi masyarakat;

k. pelaksanaan ketatansahaarn,

1. pelaporan basil pelaksanaan  tugasnya kepada Kepala Bidang
Pendidikan Non Format; dan

m. pelaksanaan  tugas kedinasan lain yang diberikan eieh Kepala
Bidang Pendidikan Non Forma! sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf?
Selesi Pendidikan Apak Usiz Dind (FAUD)
Pasal Ih

Seksi Pendidikan Anak Usia Dimi (PAUD) sebavaimana dimaksud
dalam TPasa 5 buruf ¢ angka 2, mempunyal tugas melaksanakan

sehagaian tugas Bidang Pendidikan Non Formal bidany pendidikan anak
usia dim (PALD).
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Dalam melaksanakan fugas schapaimana dimaksud pada ayat (f), Seksi

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyelenggarukan fungsi :

a. penyiapun bahan dan penyusunan program: keria seksi;

b. pecmbagian tugas kepadu bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung
Jjawabnya;

c. pengidentifikasian dan pengevaluasi kefompok-kelompok bermain
dan {arman penitipan anak;

d. prnyclcnggarann dan pembinaan kelompok bermain, Taman

penitipan anak dan pendidikan keluarga bagi masyerakat terbelakang
di daerah terpencil/sulit tejangkan;

e. pembinaan secara teknis dan administrasi wrhadap peiaksanzan
Kclompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Fendidikan Keluarga
dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan PAULY,

[ pemanteuan dan pemilaian penyelenggarssm kelompok bermam
tamman  penitipan  anak, pendidikan kelvarga, dan organisasi
kemayarakatan penyelengyara PAUD;

o, penvelengearian pelatihan  temaga  pendidik/fastiitator’penpelala
program pendidikan kelompok hermain, taman penitipan anak, dan
pendidikan kl:'-uarga',

h. pendorong masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk terihat
dalam penyelengparaan progran;

i. pembinaan dunia industri untuk membuka layanan Pendidikan Anak
Usia Dini di lembagauya;

j. pembanpunan sinergi, kemitraan, dun kelaborasi dengen program
vang rclevan dan lemhaga terkait;

k. pelaksanaan ketstausahasn;

|. pelaporan hasil pelrksanasn tupasnys kepada Kepola Biding
Tremlidikan Non Formal; dan

m. pelakeannan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Non Formal sesuai dengan tugas dan fimgsinya.

Parzgraf 3
Goksi Sarana dan Prasarana Pendidiken Non Formal
Pasal 27

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Nop Formal {PNF) sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 5 huruf e angka 3, mempunyal tugss
melaksanakan schagaian tupas Ridong Pendidikan Non Fermal di bidang
garana dan prasarana pendidikan non formal.

Dalam meloksanakan togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Forma! menyelenggarakan
funpesi :

a. ponyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi;

b penyiapan usulan pengadean dan  pendistribusian sarana dan
prasarana pendidikan non format;

¢. pendisttibusian petunjuk  penggunaan sarana dan  prasarns
pendidikar: non formal;

d. penyiapan pclaksanzan penilaian kualitas dan kuantitas sursna din
nrasarana pendidikan non fommal;

2. penginventarisit sarsna Jdan prussrana pendidtkan non formal;

{ peoylapan bahen wsulan pembanpunan dan rehabilitasi gedung
pendidikan non lormid;
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g ponganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan noa formal;

h. penyiapan rencana pengadaan, penstapan lokasi dan pendistribusian
modul, sarana serta bukn Taman Bacasn Masyarakat pebdidikan
non formal;

i, pemantauan dan penguvalnasi pendaysgunaan seraha dan prasarara

pemdidikan nom format,

pelaksanaan ketatausahaan;

k. pclaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepata Bidang
Pendidikan Non Formal;, dan

l. pelaksanaun tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Mon Formal sesuai denpan tugas dan fungsinya.

Lot ¥

Dugian Keenam
BIDANG KETENAGAAN
Pasal 28

Bidang Kclensgaan mempunyai tugas membantc Kepala Dinas dalam
melaksanakan ‘tugas Dinas Pendidikan di bidang tenaps edukatif, tenaga
administzatil, pengangkatan, pemberhentian dan pensiun.

Pusz]l 20

Dalam melnksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang
Ketenaguan menyelanggarakan fungsi :

i

b.

[

1

perencanaan, penpkeordinasian dan pengendalian program bidang,
ketenagaan:

pembagian tugas kepada kepala scksi sesuai dengan tatiggungjawmimya;

pemberian petunjuk kepada kepala seksi untuk kelancaran pelaksansan
1upas;

penilaian prestasi korja Yepala seksi di Lingkungan bidang ketenagaan
sebagai bahan pembinaan dan pengembanpan Karir,

perencanaan, melaksanakan pembinaan kepada tenaga pendidik dan
tenaga kependidikon yang akan dipromesikan;

perencanaan, dan pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan;

penghimpunan DP3 tenaga pendidik dun tenaga kependidikan seluruh
hidang;

penyusunan rencana tormasi  pengadasm, penempatan  pemerataan,
mutasi dan pengembungan pegawai sesual dengan ketentuan yang
herlakas,

penclitian penetapan angka kredit tenaga pendidik sesuai dengan
ketemuan yang berlaku;

penelitiap berkas usnl uji sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

penelilian usu! penpangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pemindahan, pemberhentian dap pemensiunsn sesual dengan ketentuan
yang berluku;

peagelolaan ketatonusahaan;
pelaparan hasil pelaksanaan lugas; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan aleh Kepala Dinas.
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Farayyaf 1
Selesi Tenagu Edukatif
Pasal 30

Scksi Tenaga Edukatif’ scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huoruf T
angka !, mempunyai tugas melaksanakan sebagainn mgas Hidenp
Kelenagaan di bidang tenagn edukatil’

Dalam melaksanakan meas sehagaimana dimaksud pada avat (13, Seksi
Tenaga Fdukaiif menyelenggarakan fungsi :

a

o pn T

=

penyusunan  program kerju seksi sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

penyiapan bahan-hahan pembinaan scbagai bahan makan atasan;
pembagian higns kepada bawahan sesuai tanggung jawabmya;
pemberian petunjuk kepada bawahan gesuai bidunpnya;

penilajan prestasi kerja bawahon sehagai bahan pembinaan dan
pengembangan korir;

perencanaan, pelaksansan dan pendistribusian program pembinaun
gury pada sekolah swastay

pelaksannan kegiatan lomha peningkatan miustu gurer,

perencanaan dan pelaksanaan pembinaan gurd hamy dan guru DK
percncanaan dan pelaksanaan pembinaan gur di sekolah daerah
terpenci{ atan subit Legangkan,

penyusunan konsep rencana formasi, pengadaan, penempatan dan
pernerataan tenapa pendidik schagat hahan magukan atasan;
pencliian berkas usul penetapan angka kredit gurn dan tenaga
fingsional lainnya sesuai dengan kKetentuan yang berlaku,

penelitian berkas usn! uji sertifikasi guru segual dengan kefcntuan
vang berlaku;

. penelitian berkas-herkas usulan méndapatkan funjangim lungsional;

penyusunan kensep usul penpanpkalun, kenaikan pangkat, kenaikan
aaji berkala dan mutasi tcoaga pendidik dan tonaga kependidikan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlak;

penelitian konsep ¥eputusan kenaikas pangkat, kenniken gaji
berkala, dan mmutasi tenaga pendidik sesuni dengan kcbmtoan yang
berlaku;

pengkootdinasian calon pesertn pendidikan dan latihan prajabatan,
ujian dinas sesuni dengan ketentuan yang betlakcu;

penvusunan laporan scksi sesuai dengan hasil yang tefah dicapal
sebagai pertonggungjawaban peloksanaan tugas; '

pelaksanaan ketatausahaan;

pelaporan  hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang
Ketenagaan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketenagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragral 2
Seksi Tenapa Administratif
Pasal 31

Sekesi Tenagn Administratif schagaimana dimuksud dalam Pasat § hurof
f angka 2. mempunyui WGgas melaksonaken sebagaian lugas Bidang
Ketenagazn di bidang tenags administratif,



(2}

(1)

(2)
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Datarn melaksanakan (ugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Tenaga Administralil menyelenggarakan fungsi :

p. penvusunan program kerja schksi sebagal podoman pelaksanaan
tugas,;

b. penyusunan konsep progrum kerja seksi ecbapai bahan masukan
aAsan;

c. pembagian tugas kepada tawahan sesual tanggung jawabioys;

d. pemberian petunjuk kepada hawabun untuk kelancaran pelaksanaan
magas;

¢. pepilaian prestasi kerja buwahan sebagai hahan pemhinaan dan
pengembaiigan karir:

f, penyusunan kopsep rencana formasi, peogadaan, pencmpatan dan
pemerataan tenaga administratif sebagai behan masukan atasan’,

g. peryusuman konsep usul peogangkatan, kenaiken pangkat, kenatkan
giji berkala dan wtasi tenaga scdministratif sesuai dengan ketentuan
vany berlaku;

h. penclitian konscp keputusan kenaikan pangkat, kenaikan paji berkala
dan mutasi lenaga administratif sesuai dengan ketenluan yang
breilakny

;. pengusulan calon peserta peodidikan dan [atihan peajabatan, vjian
dinas dan diklat ainya sesuai dengan ketenuzn yang berlaku,

j. penyusunan laporan seksi scsuai dengan hasil yang telah dicapai
sebagai pertanguungjowaban pulaksanaan fugzas,

k. pelaksanaan ketatausahaan,

|. pelaporan hasil pelaksanaan (ugasnya kepada Kepula Hidang
Ketcnagaan;, dao

m. peluksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh Kepala Bidang
Ketenagaan scsuni dengan tugas dan fungsinya

Paragrafl3
Sekosi Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensian
Pasal 32

Scksi Penganpkatan, Pemberhentian dan Pensiun sehagaimansa dimaksud

dalam Pasal 5 huraf £ appka 3, mempuny ad Tgas melakzanaken sebagian

wgss Bidang Ketenagaan di bdang pengangkatan, pembethentian dan

NS,

Dulam melaksanakan tugns sebagaimana dimaksud pada ayet (i), Seksi

Pengungkaton, Pemberhentian dan Pemensiusan menyeienggarakan

fungsi -

a. penyusunan rencana dan pregram kerja seksi,

b. pembagian tugas kepada hawahan segual tangpung jawaboya;

¢. pemberian petunjuk kepada bawshan untuk kelancaran pelaksanasn
tugas;

d. penilzian prestasi kera bawnhan sebagai hahan pembinaan dan
pengembangan karit;

e. percneanaan, pelaksanaan pembinaan kepada tenaga peodidik dan
naga kependidikan yang akan dipromosikan;

f. penyusunsn tencana pengembangan, pengangkatan pemberhentian
dan pemensiunan tenagas pendidik dan tenaga kependidikan sesui
dengan ketentuan vang berlaku,
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. peneiitian  berkas usul penganpgkatan, pemberhentian  dan

pemensivman tenagn pendidik dan  kependidikan dan kenaikan
pangkat peagabdian seria cuti dan bebas lwgas menjelang pensiun
sesuai dengan ketentuan yang bertaku,

. penyusunan usul tugas belajar, ijin belajar, pemberian tanda

pengharpaan  dan  fands jasa fenaga  pendidik  dan  (enaga
kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

penyusunan laporan scksi sesuai dengan basil yang telah dicapai
schagal pertanggungawaban pelaksanaan fugas;

penvusunan Daftar Urat Kepangkatan {DUK), Permehonan Kartu
pepawai (KARPEG), kartu istri/kartu svami {KARIS/KARSLU) dan
MNomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NIJTPTK) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

. penghimnponan DP3 ienaga pendidik dan tenaga kependidikan

seluruh bidang;
perencanaan usulan mutasi kepala sekolab dan fenaga kependidikan
lainnya;

. penelitian berkas usulan mutasi tenapa pendidik dan kependidikan

dalsm dacrah dan antar daerub;,

. penyiapan buhan—bahan pembinaan tenaga edukatil dan administeatif

‘tenapa pendidik don kependidikam

. pelaksunaan ketatansahaan;
. pelaporan  hasil pclaksanpan tugmsnya kepada Kepela Bidang

Ketenagaan:; dan

. pelaksanaan tgas kedinasan lain yang dibcrikan oleh Kepala Bidany

Ketenugaan sesuai dengan rugas dan fungsinya.

RABYV
KETENTUAN PENUTUP

Paxal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbonde
Nomor 50 Fabun 20608 tentang Uratan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

FPaxul 14

Peraturan Bupati ind mulad herlaku pada tanggal diundangkan,

Apar setiap orang dapat mengelshuinya, memerintahkan pengundangan
Peratran Bupali ini dengan penemipatannya dalam Rerita Dacrah Kebupaten

Silubondo.
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